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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia mempunyai beberapa pembagian pemerintahan yang diatur 

dengan undang-undang yang tentunya selalu bersumber pada pemerintah pusat. 

Beberapa pembagian pemerintahan tersebut terdapat pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten dan kota dimana semua pemerintahan tersebut 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

yang telah dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah1 yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Dengan terbaginya beberapa pemerintahan, hakikatnya semua memiliki 

tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan Indonesia. Dimana salah satu tujuan 

Indonesia adalah meningkatkan perekonomian yang baik dengan adanya 

pembangunan yang merata serta memiliki sumberdaya manusia yang 

 
1 Mohammad Rokhim,dkk, Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Diponegoro Law Journal, 

Volume 6 Nomor 2, 2017) 
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berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya tujuan 

tersebut pemerintah pusat memperhatikan dan menekankan untuk menata 

tujuan tersebut dari susunan pemerintahan terendah yaitu dari desa yang berada 

dibawah pemerintahan kabupaten/kota yang tentunya akan sangat berdampak 

jika tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga penyelenggaraan 

pemerintah desa dan menciptakan tujuan Indonesia dalam hal perekonomian 

serta pembangunan dan peningkatan sumberdaya manusia harus mampu 

mengkomodasi aspirasi masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab 

terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga negara Indonesia. 

Adanya hal tersebut pemerintah menetapkan Undang – Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan tersebut untuk menjadi rujukan dalam 

pelaksanaan tujuan Indonesia khususnya pembangunan desa, pembinaan desa, 

pembangunan wilayah pedesaan yang terintregasi serta berkelanjutan untuk 

menuju desa karena masyarakatnya sejahtera. 

Dalam Undang – Undang yang membahas tentang desa tersebut 

menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal – usul dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan 

dihormati.2 Di dalam Undang – Undang tersebut juga dijelaskan bahwa 

pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

 
2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/ 

Diakses pada 30 Januari 2021 Pukul 13.00 

https://peraturan.bpk.go.id/
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Indonesia, yang didalamnya ada kepala desa dibantu dengan perangkat desa 

lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.3 

Keuangan desa yang telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan 

kewajiban yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.4 Keuangan 

desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki 

desa. Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa 

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. 

Dalam mengelola keuangan tersebut tentunya tidak terlepas dari ilmu 

akuntansi, dimana akuntansi pemerintahan akan sangat dibutuhkan dan 

perkembangannya sangat pesat. Dalam hal ini pemerintah menuntut masing -  

masing pemerintahan untuk melakukan transparasi dan akuntabilitas oleh dana 

– dana yang telah dikelola yang menyebabkan kebutuhan atas penggunaan ilmu 

akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah selama setiap  

periodenya. Dimana akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok yaitu 

pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan sebagai kelancaran dalam 

 
3 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa, (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal.2 
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/ 

Diakses pada 30 Januari 2021 Pukul 13.24 

https://peraturan.bpk.go.id/
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mengelola keuangan yang telah dipertanggungjawabkan kepada suatu 

pemerintahan salah satunya dalam pemerintahan desa. 

Perangkat desa dalam pemerintahan merupakan bagian yang sangat 

penting khusunya dalam mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia karena 

perangkat desa sebagai interaksi maupun penyalur suara rakyat berdasarkan 

kebutuhannya misalnya dalam hal pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam 

penyelenggaraan tersebut perangkat desa dalam mewujudkannya perlu 

melaksanakan penyusunan dan pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasanya disebut 

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) serta ditetapkan dalam peraturan desa. Dimana periode APBDes yang 

akan dirancang selama satu periode per tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. 

Pengelolaan APBDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, 

partisipatif, tertib dan disiplin5. Penyusunan APBDes merupakan instrumen 

sangat penting dalam hal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang ada di 

desa, dimana hasil akhir dari rencana atau kegiatan yang ada di desa, dimana 

hasil akhir dari rencana atau kegiatan yang ada di  desa tergantung pada cara 

penyusunan dan langkah terakhir pada tahap pertanggungjawaban.  

 
5 Yuliansyah dan Rusmianto, Akuntansi Desa. (Jakarta:Salemba Empat.2015), hal. 17 

 



 
 

5 

 

APBDes yang telah disusun pendapatan dan pengeluarannya selama 

periode kedepan berdasarkan hasil keputusan kepala desa dan Badan 

Permusyawaratn Desa (BPD) lalu akan disahkan oleh Bupati apabila 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tersebut telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, hal tersebut 

merupakan wujud cerminan kemandirian desa dalam mengelola 

pemerintahannya dalam hal pengelolaan keuangan. Karena APBDes sebagian 

peraturannya berpedoman kepada peraturan daerah kabupaten, namun disisi 

lain juga tergantung kepada kebijakan masing – masing desa dengan melihat 

pontensi – pontensi yang telah dimiliki desa untuk disesuaikan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri sehingga diharapkan menjadi APBDes yang partisipatif. 

Partisipatif dalam hal ini juga sangat bergantung kepada masyarakat 

desa, dimana peran masyarakat dalam pelaksanaan APBDes sangat 

berpengaruh. Dimana pembangunan dalam mencapai tujuan harus diiringi 

dengan sikap kerja sama antar masyarakat demi mewujudkan desa yang adil 

dan sejahtera. Pembangunan yang ada di desa merupakan salah satu 

perencanaan yang akan diwujudkan di dalam pemerintah kabupaten/kota, maka 

dari itu pelaksanaan pembangunan harus sesuai apa yang telah direncanakan 

dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan 

melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa, begitupun 

dengan jalannya peningkatan perekonomian serta peningkatan sumberdaya 

manusia yang berkualitas.  
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Sementara itu, untuk dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja aparatur 

desa maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah mengenai 

kemampuan dari setiap aparatur desa itu sendiri. Hal ini dikarenakan, setiap 

aparatur desa memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda dalam 

upaya untuk mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi 

yang ada. Sebab, tidak semua aparatur desa memiliki kecakapan dalam 

membelanjakan dan membuat laporan pertanggungjawaban Ini tentunya 

menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Sehingga 

untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah desa itu sendiri, harus dapat 

mengembangkan diri dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa 

yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disiplin anggaran guna menunjukkan 

akuntabilitas kinerja yang dimilikinya. Dengan begitu berhasil atau tidaknya 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang disajikan oleh pemerintah yang dijadikan sebagai dasar 

pertanggungjawaban terhadap publik.6 

Pada dasarnya APBDes sendiri sudah terbagi beberapa pembagian yang 

perlu diidentifikasi didalamnya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Setiap organisasi khususnya pemerintahan desa memerlukan sumber 

pendapatan untuk menjalankan roda – roda organisasi untuk mencapai tujuan, 

pemerintahan desa yang merupakan organisasi publik sangat memerlukan 

sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatan dalam 

 
6 Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu 

Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa. (Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan 

Bisnis (SNAPER-EBIS 2017): Jember,2017) 
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rangka mecapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. 

Pendapatan yang telah diperoleh desa harus dikelola dengan baik oleh 

perangkat desa, yang mempunyai kewajiban memungut, mencatat sampai 

mempertanggungjwabkan dengan sebaik-baiknya sehingga dana yang 

diperoleh bisa terkumpul untuk membiayai program/kegiatan yang sudah 

direncanakan di dalam APBDes. 

Dalam hal belanja desa, untuk mengelola belanja desa perangkat desa 

perlu merencanakan dengan sebaik-baiknya seperti menyangkut dasar hukum, 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang 

menjadi pelaku aktivitas dalam program, berapa besar anggaran yang akan 

digunakan dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksaan program 

tersebut. Karena jumlah anggaran belanja yang dipergunakan nantinya harus 

dapat ditutup oleh pendapatan yang sudah diperkirakan dan apabila anggaran 

belanja tidak mampu ditutup maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup 

dengan pembiayaan desa, namun apabila belanja lebih kecil daripada 

pendapatan surplus anggaran akan diperhitungkan sebagai Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA).7 

Adanya APBDes pemerintah desa juga perlu ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk menunjang bagi kemajuan dan kepentingan organisasi. 

Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat atau 

 
7 Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. (Bandung: 

FOKUS MEDIA,Cetakan Pertama 2014), hal. 53 
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saat mendatang. Salah satu informasi yang selalu dibutuhkan oleh setiap 

informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sumber daya seperti 

orang dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan 

data lainnya menjadi informasi.  

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk mengatur dengan 

halnya keuangan desa khususnya dalam menyusun APBDes yang tertera pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaam Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan 

hal yang sangat sensitive pada pemerintahan desa sehingga perlu diatur 

sedemikian rupa agar tidak terjadi adanya penyelewengan atau 

penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan 

pemerintah desa dapat mengelola keuangan berdasarkan azas-azas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pemerintah 

desa juga diharapkan dalam menyusun rancangan APBDes sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekonomian, 

pembangunan, dan sumberdaya manusia yang lebih baik. 

APBDes yang baik akan berdampak kepada pengelolaan keuangan 

yang baik pula, karena dengan terealisasinya program/kegiatan yang sudah 

terlaksana akan memberi dampak pada kesejahteraan dan lingkungan desa. 

Disisi lain dalam kemajuan desa hal yang paling dibutuhkan adalah partisipasi 

dari warga desa itu sendiri, hal tersebut juga membutuhkan keterbukaan antara 

warga dan aparatur desa. Menjalin hubungan antara masyarakat dan perangkat 
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desa sangat penting yang nantinya akan berdampak pada fungsi kontrol 

pengelolaan dana desa selama periode yang ditentukan. 

Pengelolaan dana yang dimiliki oleh desa merupakan faktor terlaksana 

atau tidak terlaksananya tujuan Indonesia, dilihat dari kasus yang masih 

dialami di Indonesia seperti pembangunan jalan yang belum merata khususnya 

di pedesaan, masih banyaknya kemiskinan dan adanya sumberdaya manusia 

yang masih kurang memadai merupakan salah satu wujud pemerintahan belum 

menjalankan amanah yang sesuai dengan tujuan Indonesia. Sedangkan adanya 

pembangunan yang baik pada suatu desa dan perekonomiannya sudah 

membaik juga merupakan salah satu wujud bahwa desa sudah mengelola 

keuangannya dengan baik dan merealisasikan kegiatannya juga dengan 

sempurna. 

Faktor lain yang sering dialami desa yaitu terbatasnya dana desa karena 

sering kejadian penerimaan dan pengeluaran dalam APBDes tidak seimbang. 

Hal tersebut terjadi karena APBDes yang dimiliki desa kecil dan 

pendapatannya juga kecil, dalam hal kesejahteraan warga juga kurang, serta 

pembangunan pada desa dibawahnaungan dinas. Seperti yang dikutip dalam 

jurnalpost.com pada Desa Tegalgondo Malang ada beberapa catatan bahwa 

alokasi dana desa kurang dikelola secara efektif untuk pemberdayaan 

masyarakat, terkait program pembangunan desa dana yang telah digunakan 

hanya sebesar dua puluh empat persen dan sisa dananya digunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintah desa seperti membayar gaji kepada kampung, 

insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), kegiatan operasional 
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desa maupun dusun, dari hal tersebut mengakibatkan pembangunan kurng 

dilakukan dengan maksimal dan itupun ada ketimpangan pembangunan yang 

tidak merata antar dusun.8 Dari permasalahan tersebut, pengelolaan alokasi 

dana desa telah dipergunakan dengan kurang tepat dimana yang seharusnya 

tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan desa serta memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa 

disegala bidang yaitu di bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. 

Dimana dalam pengalokasian dana desa tersebut berkaitan langsung dengan 

penetapan APBDes. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada Desa Ngembul 

Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar akan mengulas tentang pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana pada desa tersebut memiliki 

berbagai potensi dan sumber daya alam yang sudah tersedia,  namun peneliti 

akan mengulas tentang pemerintahan Desa Ngembul  dalam hal rancangan 

APBDes karena hal tersebut juga sangat berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat desa tersebut. Ditambah juga pada Desa Ngembul memiliki empat 

dusun yaitu Dusun Sumber Pandan, Dusun Ngembul, Dusun Blumbang, dan 

Dusun Kebonrejo. Tentunya dengan keempat dusun tersebut Desa Ngembul 

memiliki warga masyarakat yang cukup banyak. Dan dalam pertimbangan 

pemerintahan yang berada diatas pemerintahan desa, termasuk pemerintah 

 
8 Nisrina Hannabil Aqilla, Kurang Efektifnya Pengelolaan Dana Pemerintahan di 

Desa Tegalgondo Malang. (Malang, JurnalPost: 19 Januari 2021, https://jurnalpost.com/kurang-

efektifnya-pengelolaan-dana-pemerintahan-di-desa-tegalgondo-malang/17213/ ) Diakses pada 29 

Januari 2021 Pukul 22.39 

https://jurnalpost.com/kurang-efektifnya-pengelolaan-dana-pemerintahan-di-desa-tegalgondo-malang/17213/
https://jurnalpost.com/kurang-efektifnya-pengelolaan-dana-pemerintahan-di-desa-tegalgondo-malang/17213/
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kabupaten yang ikut bertanggungjawab atas pembagian keuangan desa, untuk 

penganggaran keuangan yang akan diberikan untuk desa juga dilihat dari 

jumlah warga yang berada di desa tersebut, hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota yang diambil paling sedikit 10 persen dari pajak dan 

retribusi daerah tersebut. Dan dimungkinkan Desa Ngembul memiliki 

pendapatan yang cukup untuk mengelola APBDes. 

Penggunaan dan pembuatan sistem informasi akuntansi dimaksudkan 

memudahkan pemerintah daerah untuk mengatur, mengendalikan data banyak, 

meminimalisir kesalahan dan menjaga konsistensi dalam proses. Sistem 

informasi keuangan desa yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi 

pendataan yang telah berjalan di desa, membangun sistem yang 

menghubungkan data perencanaan dari alur perencanaan sampai 

pertanggungjawaban APBDes. Sistem informasi akuntansi untuk 

mempermudah pekerjaan dalam mengelola APBDes khususnya dalam 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes supaya data akurat dan tidak 

ada kesalahpahaman. Berdasarkan data di atas peneliti akan membahas 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Upaya Meningkatkan 

Efektivitas Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar)” 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penerapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar? 
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2. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 

efektivitas dana desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar? 

3. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penerapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 

efektivitas dana desa pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa di Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. 

3. Mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngembul Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar. 

D. Batasan Penelitian 

Pada penelitian di Kantor Desa Ngembul Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar ini mengidentifikasi masalah yaitu dengan mengetahui 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa yang berguna untuk meningkatkan efektivitas 

dana desa. 

Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti fokus pada sistem informasi  

akuntansi  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam bagian 
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penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian 

penting dalam meningkatkan efektivitas dana desa. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini membahas tentang system informasi 

akuntansi pada pengelolaan APBDes dalam upaya meningkatkan 

efektivitas dana desa pada Desa Ngembul Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar yang mana judul tersebut membahas ke sistem informasi 

akuntansi bidang akuntansi publik. Dari hal tersebut penulis memaparkan 

agar dapat menjadi tambahan pengetahuan ilmu akuntansi publik dan 

sistem informasi akuntansi yang tentunya juga sangat perlu dipelajari 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh hasil 

penelitian yang akan bermanfaat bagi pihak tertentu, antara lain: 

a. Bagi Praktisi/Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan proses 

sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan APBDes Desa 

Ngembul agar meningkatkan efektivitas dana desa sehingga periode 

kedepannya dana desa dapat terencana dan terlaksana dengan baik. 
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b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi di 

bidang akuntansi publik khususnya dalam keuangan desa serta system 

informasi akuntansi pada pemerintahan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi sekaligus 

wawasan yang menggambarkan tentang akuntansi publik khususnya 

dalam hal sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan APBDes 

F. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari adanya kesalahan 

penafsiran maka peneliti menegaskan istilah yang berkaitan dengan judul 

penelitian, yakni sebagai berikut: 

1. Definisi Konseptual  

Dalam pemerintahan desa pengelolaan APBDes sangat perlu 

dilaksanakan demi jalannya operasional desa dan kesejahteraan 

masyarakat. Desa sebelum menjalankan program kegiatan untuk periode 

kedepan perlu menyusun APBDes agar tujuan keuangan dapat berfungsi 

dengan tepat dan terencana. Pengelolaan APBDes yang baik akan 

berdampak kepada kesejahteraan masyarakat desa begitupun sebaliknya. 

Dari hal tersebut, pengelolaan APBDes juga memerlukan sistem untuk 

mempermudah dalam pelaksanaannya agar efektivitas dana desa juga 

meningkat setiap periodenya. 
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2. Definisi Operasional 

a. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi 

akuntansi itu adalah sebuah sistem pemrosesan yang menghasilkan 

keluaran dalam bentuk informasi mengenai akuntansi dengan 

menggunakan masukan input (data atau transaksi) untuk 

memenuhi tujuan tertentu pihak manajemen. Dalam 

pelaksanaannya sistem informasi akuntansi menerima input, 

disebut sebagai transaksi, yang kemudian dikonversi melalui 

berbagai proses menjadi output yang akan didistribusikan kepada 

pemakai informasi.9 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 

desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan 

Desa, yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

Dimana pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui 

sebagai penambah kekayaan bersih, belanja desa adalah kewajiban 

pemerintah desa yang digunakan untuk belanja kebutuhan maupun 

operasional desa serta pembiayaan desa adalah semua penerimaan 

 
9 Novia Ersa Putri, Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan Apbd Desa Pada 

Pemerintahan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, (Sumatera 

Utara: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal.10 
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yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali.10 

c. Efektivitas  

Evektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam 

merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan 

program yang direncanakan dibandingakan dengan target yang 

telah detetapkan berdasarkan potensi nilai rill.11 

d. Dana Desa 

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota dan figunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.12 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Didalam bab ini terdapat beberapa bagian yang didalamnya berisi: 

1. Latar belakang, berisi penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti 

dan alasan mengapa masalah tersebut diangkat untuk bahan yang layak 

diteliti. 

 
10 Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, 

(Bandung:FOKUSMEDIA, Cetakan Pertama 2014), hal. 10 
11 I Wayan Saputra, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean 

Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, (Singaraja: Jurnal Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Vol. 6 Nom. 1, 2016) 
12 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, https:// 

www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6,  Diakses pada 2 Juli 2021 Pukul 21.27 
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2. Fokus masalah, pertanyaan singkat yang akan dibahas di dalam 

penelitian. 

3. Tujuan penelitian, menggambarkan pernyataan yang akan diteliti dalam 

penelitian yang telah dicantumkan pada fokus penelitian. 

4. Batasan masalah, berisi tentang pebahasan ruang lingkup batas masalah 

yang akan diteliti. 

5. Manfaat penelitian, menjelaskan kontribusi yang akan diberikan setelah 

melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis 

yang berguna untuk wawasan pengetahuan dan manfaat praktis untuk 

kepentingan lembaga serta masyarakat. 

6. Penegasan istilah, secara konseptual yaitu mendefinisikan tema yang 

diangkat diambil dari sumber yang telah ada, sedangkan operasional 

dijelaskan oleh bahasa peneliti sendiri dengan konsep yang sudah ada. 

7. Sistematika penelitian, menjelaskan urutan dan cara penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bagian ini menguraikan tentang konsep yang menjadi landasan 

teori peneliti dalam melakukan penelitian. Teori tersebut menjelaskan tentang  

konsep system informasi akuntansi, pengertian desa, APBDes, dan disertai 

dengan teori-teori yang sudah teruji di dalam penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini terdapat beberapa bagian yang didalamnya berisi: 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian, menjelaskan latar belakag peneliti 

menggunakan penelian model kualitatif 

2. Lokasi Penelitian, menjelaksan tentang indentitas tempat yang akan 

dilakukan penelitian 

3. Kehadiran Peneliti, menjelaskan tentang fungsi kehadiran peneliti 

dalam melakukan penelitian untuk mengetahui informasi. 

4. Data dan Sumber Data, menjelaskan data apa saja yang dikumpulkan 

dan proses pengumpulkan data dari siapa dan darimana.  

5. Teknik Pengumpulan Data, menjelaskan cara mengumpulkan data yang 

akan diperoleh yang bisa dilakukan dengan cara wawancara dan 

dokumentasi maupun teknik yang lainnya. 

6. Teknik Analisis Data, dimana peneliti menguraikan hasil data yang 

diperoleh sehingga bisa diungkapkan sesuai dengan informasi yang 

ingin diketahui. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan, dalam bagian ini peneliti 

menggunakan cara untuk dapat dipertanggungjawabkan hasil 

penelitiannya. 

8. Tahap-tahap Penelitian, menjelaskan tahap pelaksanaan penelitian 

sampai penulisan laporan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Meliputi hasil pemaparan data dan hasil temuan penelitian dan disajikan 

dengan hasil pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil analisis data. 
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BAB V PEMBAHASAN 

 Meliputi pembahasan yang menyangkut dengan semua pernyataan 

dalam penelitian dengan menghubungkan dengan data yang sudah diperoleh 

peneliti. 

BAB VI PENUTUP 

 Meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi 

 


